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 The issue of poverty and destitution (faqīr and miskīn) has been a perennial concern throughout 
history, both as a social problem and as a subject of religious discourse. In Islamic thought, poverty 
is not merely an economic matter but also a collective responsibility of the ummah, regulated 
through the instruments of zakāt, ṣadaqah, and infaq. In Indonesia, poverty is officially measured 
by the Central Bureau of Statistics (BPS) using 14 quantitative indicators, whereas scholars of the 
Shāfiʿī school define the poor more substantively as those unable to fulfill their basic daily needs 
even if they still possess certain assets. This study aims to analyze the concepts of faqīr and miskīn 
according to the Shāfiʿī school, compare them with BPS standards, and assess their relevance in 
the Indonesian context. The research employs a qualitative approach through library research, 
utilizing primary sources such as classical and contemporary Shāfiʿī fiqh texts, as well as secondary 
sources including academic literature and government regulations. The findings reveal a 
fundamental difference between the BPS criteria, which emphasize material and quantitative 
aspects, and the Shāfiʿī approach, which is more flexible through the consideration of ʿurf (local 
custom/social context). The study proposes that national poverty criteria be aligned with the real 
needs of society as reflected in the regional minimum wage (UMR), thereby making them more 
contextually relevant to the principles of Islamic justice as well as modern socio-economic 
dynamics. Consequently, integrating the Shāfiʿī perspective with governmental standards is 
expected to yield a more comprehensive, equitable, and applicable understanding of poverty in 
Indonesia. 
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Pendahuluan  

Persoalan mengenai fakir miskin bukanlah isu baru, sebab sejak dahulu hingga kini kemiskinan selalu menjadi 
fokus perhatian banyak pihak. Terlebih lagi, dalam pandangan Islam, kemiskinan adalah masalah sosial yang 
wajib ditangani secara kolektif oleh umat. Sebagai agama yang membawa rahmat bagi seluruh alam (rahmatan 
li al- ālamīn), Islam menempatkan zakat sebagai salah satu instrumen utama untuk mengentaskan kemiskinan. 
Zakat merupakan bentuk nyata solidaritas antarsesama muslim, di mana setiap muslim yang mampu 
berkewajiban menunaikannya dan menyalurkannya kepada para mustahik. Di samping zakat, Islam juga sangat 
mendorong umatnya untuk memperbanyak sedekah dan infak kepada golongan dhuafa, sehingga secara 
bertahap angka kemiskinan dapat ditekan. 
Di Indonesia, perkembangan angka kemiskinan mengalami fluktuasi dari masa ke masa. Puncak tertinggi 
kemiskinan tercatat pada tahun 1970 di era pemerintahan Presiden Soeharto, dengan persentase mencapai 60% 
atau sekitar 70 juta jiwa. Sebaliknya, titik terendah angka kemiskinan dalam sejarah tercapai pada September 
2018 pada masa pemerintahan Presiden Joko Widodo. Data ini merujuk pada standar kemiskinan yang 
ditetapkan oleh Badan Pusat Statistik (BPS), yang mengacu pada sejumlah indikator, di antaranya: luas lantai 
hunian kurang dari 8 m² per orang, lantai rumah terbuat dari tanah, bambu, atau kayu murahan, dinding rumah 
dari bambu atau material rendah mutu tanpa plester, tidak memiliki fasilitas buang air besar, penerangan bukan 
dari listrik, sumber air minum berasal dari sumur atau sungai yang tidak terlindung, bahan bakar memasak 
menggunakan kayu, arang, atau minyak tanah, mengonsumsi daging/ayam/susu hanya sekali dalam seminggu, 
membeli pakaian baru hanya sekali setahun, makan hanya satu atau dua kali sehari, tidak mampu membayar 
biaya berobat di puskesmas atau poliklinik, pendapatan kepala keluarga di bawah Rp600.000 per bulan, 
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pendidikan kepala keluarga hanya sampai Sekolah Dasar, dan tidak memiliki tabungan atau aset yang mudah 
dijual minimal senilai Rp500.000, seperti emas, ternak, atau sepeda motor. 
Namun, dari 14 indikator kemiskinan yang dirumuskan BPS tersebut, banyak yang tidak sejalan dengan 
definisi kemiskinan dalam pandangan fuqaha. Misalnya, seseorang yang tidak mampu membayar pengobatan 
di puskesmas atau tidak memiliki kamar mandi di rumahnya, belum tentu dianggap miskin menurut standar 
fikih. Seseorang baru dikategorikan miskin jika memenuhi setidaknya 9 dari 14 kriteria yang ditetapkan BPS. 
Hal ini jelas berbeda dengan tolok ukur kemiskinan yang ditemukan dalam kitab-kitab fikih, khususnya 
m -Malibari dalam Fath al-

, menjelaskan bahwa seseorang dapat digolongkan sebagai fakir miskin apabila ia tidak mampu 
mencukupi kebutuhan pokok sehari-harinya, walaupun ia memiliki rumah, pakaian, budak, atau harta yang 
berada jauh dari jangkauannya. 
Berdasarkan perbedaan perspektif tersebut, muncul sejumlah pertanyaan penting: bagaimana pandangan 

di Indonesia? Penulis juga memandang perlu adanya kajian komparatif antara kriteria kemiskinan yang dibuat 

ar 
kemiskinan nasional agar lebih sesuai dengan realitas sosial dan prinsip keadilan yang diatur dalam ajaran 
Islam. 

Metode Penelitian 

Metode penelitian dalam artikel ini menggunakan pendekatan kualitatif berbasis kajian pustaka (library 
research), dengan fokus utama pada eksplorasi literatur untuk menggali secara mendalam konsep fakir miskin 

data lapangan secara empiris, melainkan pada penelusuran sumber-sumber ilmiah yang bersifat tekstual dan 
konseptual. Dengan metode ini, peneliti berupaya menelusuri gagasan, teori, dan argumentasi yang 
dikembangkan baik dalam kitab-kitab klasik maupun literatur kontemporer, sehingga diperoleh kerangka 
konseptual yang kaya dan komprehensif (Moleong, 2017; Creswell, 2018). Sumber data yang digunakan 
meliputi kitab- al-  karya Imam al-Nawawi, Mughni al-Muhtaj 
karya al-Syirbini, serta al-Asybah wa al-Nazair karya Ibn Nujaim. Selain itu, referensi dari kitab kontemporer, 
buku akademik, jurnal ilmiah, artikel penelitian, serta dokumen relevan lain yang membahas isu fakir miskin 
dan ekonomi Islam turut menjadi landasan. Data ini dikategorikan sebagai sumber primer dan sekunder. 

sekunder berupa penelitian modern yang menganalisis, mengkritisi, atau mengembangkan konsep yang ada 
(Zed, 2008; Nazir, 2014). Teknik pengumpulan data dilakukan melalui dua tahap, yaitu dokumentasi dan 
klarifikasi. Dokumentasi dilakukan dengan menghimpun teks-teks rujukan yang relevan, baik dari kitab turats 
maupun dari penelitian kontemporer. Sedangkan klarifikasi dilakukan dengan memilah, mengkategorikan, dan 
menyeleksi informasi agar sesuai dengan fokus kajian, yakni definisi dan kriteria fakir miskin menurut mazhab 

penelitian kualitatif. 
Analisis data dilakukan dengan metode deskriptif-analitis. Analisis deskriptif digunakan untuk 
menggambarkan isi teks sebagaimana adanya, sementara analisis analitis digunakan untuk memberikan 
interpretasi kritis terhadap teks tersebut. Dengan cara ini, peneliti tidak hanya mengutip definisi atau pendapat 
ulama, tetapi juga mengaitkannya dengan konteks sosial yang lebih luas. Hal ini sejalan dengan pandangan 
Bungin (2007) bahwa penelitian kualitatif tidak berhenti pada deskripsi, melainkan melibatkan pemaknaan 
dan interpretasi. Analisis dilakukan secara sistematis agar terbentuk pola yang jelas, konsisten, dan dapat 
dipertanggungjawabkan (Lexy J. Moleong, 2017; Creswell, 2018; Yin, 2011). Untuk menjaga validitas data, 
digunakan teknik triangulasi sumber, yaitu membandingkan temuan dari kitab klasik dengan hasil kajian 

normatif-teologis, tetapi juga diuji relevansinya dengan kondisi sosial-ekonomi masyarakat Muslim di era 
modern. Prosedur ini sesuai dengan gagasan Miles dan Huberman (1994) mengenai uji keabsahan dalam 
penelitian kualitatif. Hasil dari metode ini diharapkan mampu memberikan pemahaman mendalam mengenai 

tersebut dalam konteks kemiskinan di masyarakat Muslim kontemporer. Dengan kata lain, penelitian ini 
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berusaha menautkan tradisi intelektual klasik dengan tantangan modern, sehingga menghasilkan interpretasi 
kritis dan kesimpulan yang bermakna (Strauss & Corbin, 1998; Flick, 2014). 

Hasil dan Pembahasan 

Fakir-  

Persoalan fakir dan miskin merupakan tema besar yang tidak pernah lekang dari perjalanan sejarah umat 
manusia. Sejak masa Nabi Muhammad SAW hingga era modern saat ini, kemiskinan tetap menjadi salah satu 
problem sosial paling kompleks yang membutuhkan perhatian serius, baik dari perspektif agama, negara, 
maupun masyarakat. Islam sebagai agama yang sempurna telah memberikan perhatian luar biasa terhadap isu 
ini, salah satunya melalui instrumen zakat yang secara eksplisit ditujukan untuk membantu kaum fakir dan 
miskin. Namun, persoalan mendasar yang selalu muncul adalah bagaimana mendefinisikan secara tepat siapa 
yang layak disebut fakir dan siapa yang disebut miskin. Perbedaan pemaknaan ini memiliki implikasi serius, 
karena menyangkut distribusi hak-hak mereka yang telah ditetapkan Allah SWT dalam Al-

h satu mazhab terbesar dalam Islam yang dianut mayoritas umat Muslim di Indonesia 
memiliki pandangan yang khas tentang fakir dan miskin, yang tidak hanya didasarkan pada nash, tetapi juga 

 
Dalam konteks ini, penting untuk mengurai secara mendalam bagaimana definisi fakir dan miskin dipahami 

klasik ini dikontekstualisasikan dengan realitas modern. Hal ini semakin relevan karena di Indonesia, sebagai 

Islam, tetapi juga berkaitan erat dengan kebijakan negara, misalnya dalam penyaluran zakat, infak, sedekah, 
bantuan sosial, hingga program pengentasan kemiskinan yang dirumuskan Badan Pusat Statistik (BPS). 
Dengan demikian, kajian ini bukan sekadar diskursus teoretis, melainkan menyentuh aspek praksis kehidupan 
umat. 

bermakna kebutuhan atau ketidakmampuan. Dalam Al-
manusia yang selalu membutuhkan Allah SWT. Dalam surat al-Qashash ayat 24, Musa berdoa dengan 
ungkapan bahwa dirinya fakir terhadap segala kebaikan yang Allah turunkan. Ayat ini memperlihatkan bahwa 
fakir tidak semata-mata berarti kekurangan harta, melainkan sebuah kondisi eksistensial bahwa manusia selalu 
membutuhkan pertolongan Allah. Namun, dalam ranah fikih, istilah ini kemudian dipersempit menjadi 
kategori sosial-ekonomi, yaitu mereka yang tidak mampu memenuhi kebutuhan dasar hidupnya. Imam 
Taqiyuddin menjelaskan bahwa fakir adalah seseorang yang sama sekali tidak memiliki harta dan pekerjaan, 
atau memiliki keduanya tetapi jumlahnya jauh di bawah kebutuhan pokoknya. Dengan kata lain, kesenjangan 
antara kebutuhan dan kemampuan pemenuhan sangat lebar, sehingga membuatnya benar-benar tidak berdaya. 
Imam Syirbini dalam kitab Mughni al-Muhtaj menambahkan dimensi lain, bahwa fakir adalah mereka yang 
tidak memiliki harta atau pekerjaan yang layak untuk mencukupi kebutuhan dirinya dan keluarganya. Ia 
memberi contoh konkret: jika seseorang membutuhkan sepuluh ribu rupiah untuk kebutuhan harian, tetapi 
hanya memiliki dua ribu rupiah, maka ia tergolong fakir. Kitab Yaqut al-Nafis juga menegaskan hal serupa, 
bahwa fakir adalah orang yang tidak memiliki nafkah wajib ataupun harta dan pekerjaan yang mampu 
menutupi kebutuhan hidupnya. Dengan demikian, fakir dapat dipahami sebagai kategori yang paling parah 
dalam spektrum kemiskinan. 
Berbeda dengan fakir, istilah miskin secara etimologis berasal dari kata sakana yang berarti diam atau tenang, 
seakan menunjukkan kondisi seseorang yang memiliki sesuatu tetapi tidak mencukupi. Secara terminologi, 
miskin adalah mereka yang memiliki harta atau pekerjaan, tetapi hasilnya tidak mencukupi kebutuhan. 
Misalnya, seseorang membutuhkan sepuluh ribu rupiah untuk kebutuhan sehari-hari, tetapi hanya mampu 
mendapatkan tujuh atau delapan ribu rupiah. Dalam hal ini, ia tetap tergolong miskin meskipun memiliki 
rumah, pakaian, atau bahkan budak, karena indikator utama bukanlah kepemilikan barang, melainkan apakah 
kebutuhan pokok hariannya terpenuhi. 

-
-Taubah ayat 60 yang 

menguraikan delapan golongan penerima zakat. Penempatan ini dimaknai sebagai indikasi bahwa kondisi fakir 
lebih darurat dibanding miskin. Selain itu, Al-
perahu untuk bekerja, sebagaimana kisah pemilik kapal dalam surat Al-Kahfi ayat 79, yang meskipun miskin, 
tetap memiliki sarana kerja. Bahkan Nabi Muhammad SAW pernah berdoa agar dihidupkan, diwafatkan, dan 
dikumpulkan di akhirat bersama kaum miskin. Hadis ini menunjukkan adanya kemuliaan tersendiri bagi orang 
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miskin, karena kesabaran dan ketabahan mereka menghadapi kekurangan.Namun, baik Al-
hadis tidak pernah memberikan batasan kuantitatif yang jelas tentang fakir dan miskin. Oleh karena itu, para 

syarakat untuk menentukan batasan praktis siapa yang 
tergolong fakir atau miskin. Kaidah fikih menegaskan bahwa perkara yang tidak memiliki batasan eksplisit 

if 
fleksibel dalam menafsirkan kriteria fakir miskin, karena sangat bergantung pada konteks masyarakat. 

masyarakat klasik, kebutuhan pokok mungkin hanya berupa makanan, pakaian, dan tempat tinggal sederhana. 
Tetapi dalam masyarakat modern, kebutuhan pokok berkembang mencakup pendidikan, kesehatan, 
transportasi, bahkan akses informasi. Seorang Muslim yang hidup di desa terpencil mungkin cukup dengan 
sepeda untuk beraktivitas, tetapi di perkotaan, motor atau transportasi publik menjadi kebutuhan mendasar. 
Demikian pula, akses internet kini bisa dianggap sebagai kebutuhan esensial bagi pelajar atau pekerja, 
meskipun tidak disebutkan dalam kitab-kitab klasik. Dengan demikian, pemahaman tentang fakir miskin tidak 
bisa dilepaskan dari perkembangan sosial budaya ya  
Dalam konteks Indonesia, pemerintah melalui BPS menetapkan indikator kemiskinan yang lebih terperinci. 
Misalnya, seseorang dapat dikategorikan miskin jika tidak mampu memenuhi kebutuhan gizi, pendidikan, 
kesehatan, perumahan layak, hingga akses terhadap sanitasi. Terdapat empat belas variabel yang digunakan 
BPS, dan seseorang dianggap miskin jika memenuhi sembilan dari empat belas indikator tersebut. Hal ini 
menunjukkan pendekatan yang lebih teknis dan kuantitatif dibanding definisi fikih klasik. Namun, justru di 

aspek kontekstual dan moral. Keduanya sebenarnya bisa saling melengkapi, sehingga tidak terjadi kesenjangan 
antara ketentuan agama dan kebijakan negara. Jika melihat dari aspek metodologi, definisi fakir miskin 

agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Fakir miskin adalah mereka yang tidak mampu menjaga kelima tujuan 
dasar syariat tersebut karena keterbatasan ekonomi. Dalam kerangka maqashid, pemberdayaan fakir miskin 
bukan sekadar memberi bantuan sesaat, tetapi menciptakan kondisi agar mereka bisa hidup layak dan 
bermartabat. 
Kaitannya dengan zakat, definisi fakir miskin sangat penting karena mereka adalah golongan pertama yang 
berhak menerimanya. Kesalahan dalam mendefinisikan bisa berimplikasi pada ketidakadilan distribusi zakat. 
Jika definisi terlalu sempit, maka banyak orang yang seharusnya berhak tidak terakomodasi. Sebaliknya, jika 

tas. Dalam 

pemerintah Indonesia. Misalnya, zakat dapat menjadi instrumen pengentasan kemiskinan yang efektif jika 
dikelola secara profesional dengan mengacu pada kriteria BPS. Lembaga zakat bisa menggunakan data BPS 
untuk menentukan siapa saja yang layak menerima bantuan, kemudian diselaraskan dengan prinsip fikih 

 memiliki dampak 
sosial ekonomi yang signifikan. 
Selain itu, penting juga menegaskan bahwa konsep fakir miskin dalam Islam tidak dimaksudkan untuk 
melabeli atau merendahkan, tetapi justru untuk memberikan perhatian dan perlindungan. Fakir miskin adalah 
pihak yang sangat dihargai dalam Islam, hingga Allah menempatkan mereka sebagai prioritas dalam penerima 
zakat. Bahkan Nabi Muhammad SAW memilih untuk berada dalam golongan mereka. Hal ini menunjukkan 
bahwa kemiskinan bukanlah aib, melainkan ujian yang harus ditanggung dengan sabar dan mendapat perhatian 
serius dari umat. 
membuka kesadaran bahwa kemiskinan bukan hanya persoalan ekonomi, tetapi juga persoalan sosial, budaya, 
dan spiritual. Fakir miskin adalah cermin ketidakadilan sosial yang membutuhkan penyelesaian struktural, 
bukan sekadar karitas. Islam menawarkan solusi holistik: zakat, infak, sedekah, wakaf, serta kewajiban negara 
untuk menyejahterakan rakyatnya. Oleh karena itu, kolaborasi antara nilai-  dan kebijakan 
negara modern menjadi sangat penting untuk menciptakan keadilan sosial. 

sementara miskin adalah mereka yang memiliki sesuatu tetapi masih jauh dari cukup. Perbedaan ini penting 
dipahami karena menyangkut hak-hak zakat yang telah ditetapkan Allah SWT. Dalam konteks Indonesia, 

operasional dan sesuai dengan realitas modern. Dengan demikian, konsep fakir miskin bukan hanya menjadi 
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kajian akademis, tetapi juga instrumen nyata untuk membangun keadilan sosial dan mengurangi kesenjangan 
ekonomi. 

Urf Sebagai Sumber Hukum Islam 

Pembahasan tentang dalam Islam merupakan salah satu aspek penting yang sering mendapat perhatian 
khusus dari para ulama. Secara bahasa, istilah mengandung makna sabar, yang berkaitan dengan kondisi 
diam dan menetap.[9] Istilah ini juga sering diartikan sebagai sesuatu yang paling tinggi atau unggul, 
sebagaimana yang Allah SWT sebutkan dalam firman-Nya di surat al-  

َعأراَفِ رجَِالٌ يَ عأرفِوُنَ   وَعَلَى الْأ
-  

Dalam wacana hukum Islam, pembahasan mengenai sumber hukum tidak terbatas hanya pada al-

manusia, para ulama kemudian menambahkan instrumen-instrumen hukum lain yang dapat membantu 

fiqh me
dipahami sebagai kebiasaan yang berkembang di tengah masyarakat, baik berupa ucapan maupun perbuatan, 
yang telah dikenal, diterima, dan dipraktikkan secara luas dengan makna tertentu. 

memiliki cakupan lebih luas dibanding adat, sebab mencakup baik perkataan maupun perbuatan manusia, 
sedangkan adat lebih terbatas pada perbuatan atau tindakan saja. Sebaliknya, ada pula ulama seperti Ahmad 

akup 
perbuatan, melainkan juga fenomena-fenomena yang berkaitan dengan akal, tabiat manusia, bahkan hal-hal 
yang bersifat biologis seperti menstruasi, kehamilan, atau pergerakan tubuh tertentu. Perbedaan sudut pandang 

 adat, meski sering dipertukarkan, memiliki cakupan yang berbeda 
sesuai dengan kerangka teoritis yang digunakan para ulama. 
tidak pernah dipandang sebagai dalil syariat yang berdiri sendiri secara independen. Fungsinya lebih sebagai 
instrumen pelengkap yang membantu menjaga kemaslahatan umum (al-maslahah al-mursalah) dalam 

bertentangan dengan prinsip-prinsip dasar syariat yang bersumber dari al-

prinsipnya mayoritas ulama mengakui perannya dalam menghubungkan teks hukum dengan realitas sosial. 

objek kebiasaan itu sendiri. Ada kebiasaan dalam bahasa dan ucapan, ada kebiasaan dalam perbuatan, ada yang 
bersifat lokal terbatas pada suatu daerah atau kelompok tertentu, ada yang berlaku umum di banyak tempat, 
ada pula yang sesuai dengan syariat (shahih) dan ada yang justru bertentangan dengan syariat (fasid). 

ri-hari 
-laki atau 

perempuan, tetapi dalam kebiasaan suatu masyarakat bisa hanya dipahami sebagai anak laki-laki saja. Begitu 
ahasa mencakup semua jenis daging, namun dalam praktik sehari-

hari biasanya hanya merujuk pada daging sapi atau kambing, bukan ikan. Perbedaan makna yang ditimbulkan 
 hukum harus 

memperhitungkan makna kebahasaan yang hidup dalam masyarakat. 

kabul kadang tidak lagi diucapkan secara formal, melainkan cukup dengan praktik penyerahan barang dan 
pembayaran. Demikian pula dalam kebiasaan perkawinan, mahar sering kali diberikan secara bertahap, 
sebagian di muka dan sebagian setelah akad atau bahkan setelah kehidupan rumah tangga berjalan. Praktik 
semacam ini pada akhirnya diterima oleh para fuqaha sebagai bentuk kebiasaan yang sah selama tidak 
bertentangan dengan nash syariat. Bahkan Imam Malik dan ulama Maliki dikenal sangat menekankan 

-Madinah) dalam menetapkan hukum, karena adat 
dianggap sebagai refleksi nyata dari kehidupan masyarakat. Namun demikian, tidak semua kebiasaan bisa 

kebiasaan itu bukan sekadar dilakukan oleh segelintir orang, melainkan menjadi sesuatu yang diakui dan 
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dipraktikkan secara luas. Misalnya, jika hanya sebagian kecil orang di suatu daerah yang memiliki kebiasaan 

dipertimbangkan dalam hukum adalah yang telah mengakar dalam kehidupan masyarakat. 

Jika terjadi perubahan makna atau perge
itu tidak bisa dijadikan dasar dalam menafsirkan peristiwa yang sudah berlalu. Kaidah ini sangat penting 

transaksi jual beli, ucapan dan tindakan para pihak harus dipahami sesuai dengan makna kebiasaan yang 
berlaku pada saat transaksi dilakukan, bukan berdasarkan kebiasaan yang baru muncul belakangan. Imam al-
Suyuthi bahkan menegas

 

pihak-pihak yang terlibat dalam suatu akad. Artinya, jika dua belah pihak dalam sebuah perjanjian sepakat 

-dalalah fi maqam al-
hak. Misalnya, dalam 

pernikahan, jika kedua belah pihak sepakat bahwa mahar harus dibayar kontan penuh pada saat akad, maka 
kebiasaan masyarakat yang memperbolehkan pembayaran mahar secara bertahap tidak berlaku. 

prinsip- menghalalkan yang 
haram atau mengharamkan yang halal. Kebiasaan berjudi, mabuk-mabukan, atau praktik riba, meski dianggap 

bertentangan dengan ajaran 
-

yaitu menjaga agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta manusia. 

menunjukkan betapa dinamisnya hukum Islam dalam merespons realitas sosial. Para ulama tidak memandang 
teks syariat sebagai sesuatu yang kaku dan terlepas dari konteks, melainkan selalu berusaha menautkan antara 
nash dengan kehidupan nyata. Di sinilah letak kekayaan fiqh Islam: ia tidak hanya mengandalkan teks, tetapi 
juga memperhitungkan adat dan kebiasaan yang hidup di masyarakat selama tidak bertentangan dengan 
prinsip-prinsip agama. Dengan cara ini, hukum Islam tetap relevan sepanjang zaman dan mampu diterapkan 
dalam masyarakat yang berbeda budaya dan tradisi. 

Islam. Ia menjembatani teks dengan konteks, menghubungkan wahyu dengan realitas, dan memastikan bahwa 
hukum Islam benar-benar dapat hidup dalam kehidupan masya

tampil fleksibel dan kontekstual, sehingga mampu menjawab persoalan masyarakat tanpa kehilangan ruh 
syariat. Dengan memahami syarat-syarat dan batasan yang telah dirumuskan ulama, kita dapat memastikan 

 

melainkan juga menyangkut upaya menjaga relevansi hukum Islam sepanjang zaman. Ia adalah cerminan dari 
kemampuan Islam untuk berinteraksi dengan budaya, tradisi, dan kebiasaan manusia tanpa kehilangan prinsip-

masyarakat, menyesuaikan diri dengan perubahan zaman, sekaligus tetap berpegang pada fondasi wahyu yang 
kokoh. 

Syarat Keabsahan Urf Diperhitungkan sebagai Sumber Hukum 

berinteraksi dengan realitas sosial, sehingga hukum tidak hanya berhenti pada teks-teks normatif, tetapi juga 

sebagai salah satu dalil atau sumber hukum yang sah, para ulama menetapkan sejumlah syarat yang harus 
dipenuhi. Syarat-
dasar syariat dan tetap menjaga kemaslahatan umat. 
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1.  

itu bukan hanya dipraktikkan oleh sebagian kecil orang atau komunitas terbatas, melainkan telah menjadi adat 
yang dikenal, diterima, dan dipraktikkan secara menyeluruh dalam kehidupan sehari-hari. Dalam konteks ini, 

tentu, seperti 
pedagang, nelayan, atau petani. Keduanya dapat dijadikan dasar hukum selama memenuhi syarat keumuman 
dalam komunitasnya masing-masing. Misalnya, kebiasaan pedagang yang menakar dengan ukuran tertentu 
dalam jual beli di pasar tradisional. Selama kebiasaan itu dikenal dan diterima dalam komunitas pedagang 
tersebut, maka ia memiliki kekuatan hukum. 

2.  

 terjadi, maka ia tidak memiliki relevansi. Ulama ushul membagi 

praktik atau perbuatan). 
-

ebiasaan masyarakat, yaitu mencakup perabot rumah tangga yang 
umum, bukan seluruh barang pribadi pemilik rumah. Hal serupa berlaku dalam konteks wakaf, sumpah, 
nadzar, wasiat, maupun talak, di mana ucapan seseorang ditafsirkan berdasarkan kebiasaan masyarakat. 

-hari. 
Misalnya, standar kualitas barang dagangan, cara pembayaran utang, atau kebiasaan dalam menentukan mahar 
pernikahan. Jika masyarakat terbiasa membayar mahar secara bertahap, maka hal itu dapat diterima sebagai 
hukum yang berlaku selama tidak ada kesepakatan lain. Imam al-

uncul 

konteks tertentu. 

3. Tidak Ada Keberatan dari Para Pihak yang Terlibat 

dari pihak-pihak yang terlibat dalam peristiwa hukum. Jika dua pihak yang melakukan akad atau perjanjian 
 berlaku, maka kesepakatan itu yang lebih didahulukan. 

Dalam hal ini, berlaku kaidah fikih: 
ريِحِ  لََلَةِ فِ مَقَامِ التَّصأ ةََ للِدَّ  لََ عِبْأ

 
Kaidah ini menunjukkan bahwa kesepakatan eksplisit para pihak mengalahkan kebiasaan umum. Sebagai 

sepakat untuk membayar secara kontan penuh, maka kesepakatan tersebut yang menjadi pegangan hukum. 

para pihak yang berakad. 

4. Tidak Boleh Bertentangan dengan Nas Syariat 

-nas syariat, baik al-
hadis, serta tidak boleh menyalahi prinsip-

yang sah. Misalnya, kebiasaan berjudi, mabuk-mabukan, atau praktik riba dalam masyarakat tidak dapat 
dijadikan dasar hukum, meskipun hal itu banyak dilakukan. 

r hukum karena mendukung kemaslahatan masyarakat. Contoh 
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disebutkan dalam akad, kebiasaan ini diterima secara luas dan dianggap bagian dari kewajaran transaksi. 
Syarat-

erhadap budaya, tetapi merupakan strategi hukum Islam 
agar tetap relevan sepanjang masa. Dengan adanya syarat-
hukum bukanlah kebiasaan sembarangan, melainkan benar-benar kebiasaan yang membawa maslahat dan 
tidak merusak tatanan syariat. 
Sebagai contoh, dalam masyarakat modern, muncul kebiasaan baru yang berkaitan dengan transaksi digital. 
Misalnya, penggunaan tanda tangan elektronik dalam akad jual beli online. Secara tekstual, tanda tangan tidak 
disebutkan dalam al-
diterima sebagai pengganti tanda tangan manual. Selama memenuhi syarat keumuman, temporalitas, 
kesepakatan para pihak, dan tidak bertentangan dengan syariat, kebiasaan tersebut dapat dijadikan dasar 

syarat utama, yakni berlaku secara umum, hadir pada saat peristiwa hukum terjadi, tidak ditolak oleh pihak-
pihak yang berakad, serta tidak bertentangan dengan nas syariat. Syarat-
tetap konsisten dengan tujuan utama syariat Islam, yaitu menghadirkan kemaslahatan dan menolak 

am, yang mampu 
mengakomodasi perubahan zaman tanpa kehilangan prinsip dasarnya. 
Dalam konteks kekinian, memahami syarat-
hukum yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat modern, namun tetap berlandaskan pada prinsip syariat. 

a teks-teks normatif agama dengan realitas kehidupan, 
sehingga hukum Islam tetap hidup, relevan, dan solutif bagi umat sepanjang masa. 

Ketentuan Fakir-Miskin Menurut Pemerintah Indonesia 

Pengertian fakir miskin dalam kerangka hukum di Indonesia memiliki dasar yang jelas dan diatur dalam 
berbagai regulasi, baik undang-undang maupun peraturan pemerintah. Secara umum, istilah fakir miskin 
merujuk pada individu atau keluarga yang sama sekali tidak memiliki sumber penghasilan, atau jika memiliki, 
jumlahnya tidak mencukupi untuk memenuhi kebutuhan dasar yang layak bagi dirinya maupun keluarganya. 
Kebutuhan dasar yang dimaksud mencakup pemenuhan pangan, sandang, papan, kesehatan, pendidikan, serta 
kebutuhan hidup pokok lain yang diperlukan untuk menjamin keberlangsungan hidup secara wajar. Definisi 
ini menunjukkan bahwa kemiskinan bukan sekadar persoalan ketiadaan penghasilan, melainkan juga 
ketidakmampuan dalam mencapai standar hidup minimal yang layak. Di Indonesia, lembaga resmi yang diberi 
mandat untuk melakukan pengukuran dan pendataan kemiskinan adalah Badan Pusat Statistik (BPS). BPS 
mendefinisikan kemiskinan sebagai suatu kondisi ketidakmampuan seseorang dalam memenuhi kebutuhan 
dasar, yang diukur berdasarkan tingkat pengeluaran per kapita. Dengan kata lain, ukuran kemiskinan tidak 
hanya dilihat dari besarnya pendapatan, melainkan dari sejauh mana pendapatan tersebut digunakan untuk 
mencukupi kebutuhan hidup sehari-hari. Seseorang atau rumah tangga yang pengeluarannya berada di bawah 
garis kemiskinan yang ditetapkan pemerintah akan masuk dalam kategori miskin. 
Untuk memberikan tolok ukur yang lebih operasional, BPS menyusun empat belas indikator kemiskinan yang 
menggambarkan aspek kehidupan dasar masyarakat. Indikator ini mencakup kondisi hunian, kualitas 
bangunan rumah, akses terhadap fasilitas sanitasi, sumber penerangan dan air minum, serta bahan bakar yang 
digunakan untuk memasak. Selain itu, indikator juga mencerminkan pola konsumsi masyarakat, misalnya 
seberapa sering mengonsumsi daging, susu, atau ayam dalam seminggu, kemampuan membeli pakaian baru 
setiap tahun, serta frekuensi makan sehari-hari. Akses terhadap layanan kesehatan dan pendidikan turut 
menjadi pertimbangan, misalnya kemampuan membayar biaya pengobatan di fasilitas kesehatan atau tingkat 
pendidikan tertinggi yang ditempuh kepala rumah tangga. Indikator lainnya menyangkut tingkat penghasilan 
bulanan kepala rumah tangga dan kepemilikan aset yang mudah dijual, seperti sepeda motor, emas, atau ternak. 
Menurut BPS, seseorang atau rumah tangga dapat dikategorikan miskin apabila memenuhi sekurang-
kurangnya sembilan dari empat belas indikator tersebut. Pendekatan ini membantu menghadirkan kejelasan 
dan konsistensi dalam mengukur kemiskinan secara nasional, sehingga pemerintah dapat merancang kebijakan 
penanggulangan kemiskinan yang lebih terarah dan tepat sasaran. Ketentuan ini juga sejalan dengan kriteria 
yang digunakan oleh Kementerian Sosial Republik Indonesia, yang memiliki mandat langsung dalam 
menangani fakir miskin melalui berbagai program bantuan sosial, seperti Program Keluarga Harapan (PKH), 
Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT), dan program-program perlindungan sosial lainnya. Dengan kesamaan 
kriteria antara BPS dan Kementerian Sosial, pendataan fakir miskin diharapkan lebih akurat sehingga program 
penanggulangan kemiskinan benar-benar menyentuh kelompok masyarakat yang membutuhkan. 
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Kendati demikian, indikator yang ditetapkan oleh BPS tidak terlepas dari kritik. Banyak kalangan menilai 
bahwa ukuran tersebut masih perlu diperbaharui agar lebih sesuai dengan perkembangan kebutuhan 
masyarakat modern. Saat ini, kebutuhan akan transportasi dan akses internet, misalnya, sudah menjadi 
kebutuhan pokok yang mendasar, terutama di wilayah perkotaan, namun belum tercakup dalam indikator 
resmi. Dengan demikian, meskipun BPS telah menyediakan instrumen pengukuran yang rinci dan sistematis, 
tetap ada tantangan besar untuk memperluas cakupan indikator agar lebih relevan dengan realitas sosial-
ekonomi masyarakat Indonesia yang semakin kompleks. Secara keseluruhan, ketentuan fakir miskin menurut 
pemerintah Indonesia, khususnya melalui BPS dan Kementerian Sosial, merupakan upaya penting untuk 
menghadirkan ukuran objektif mengenai kemiskinan sekaligus sebagai dasar dalam penyusunan kebijakan 
publik. Standar ini tidak hanya berfungsi untuk pendataan, tetapi juga menjadi landasan utama bagi 
perencanaan pembangunan nasional yang berorientasi pada peningkatan kesejahteraan rakyat. 

Kontekstualisasi Arti Fakir-  

dikaitkan dengan kriteria kemiskinan yang diterapkan oleh Badan Pusat Statistik (BPS), terlihat adanya 
perbedaan mendasar yang menimbulkan problem akademik seka

menegaskan bahwa fikih Islam bersifat adaptif, fleksibel, dan mampu mengikuti perkembangan zaman serta 
situasi sosial yang berbeda-beda. Namun di sisi lain, BPS hadir dengan pendekatan yang lebih sistematis dan 
terukur melalui instrumen variabel-variabel yang sudah ditetapkan secara nasional. 

secara lebih umum, yakni mereka yang tidak mampu mencukupi kebutuhan dasar hidupnya, tanpa memberikan 
ukuran angka yang spesifik. Sedangkan BPS telah menyusun 14 variabel kemiskinan yang digunakan sebagai 
standar, mulai dari kecukupan pangan, tempat tinggal, fasilitas dasar, hingga akses pendidikan dan kesehatan. 
Seseorang atau keluarga hanya dapat dikategorikan sebagai miskin apabila memenuhi minimal sembilan dari 
empat belas indikator tersebut. Secara metodologis, standar ini memang memberi kejelasan dalam mengukur 
tingkat kemiskinan, tetapi di sisi lain, ia juga memiliki keterbatasan karena tidak mampu mencakup seluruh 
kompleksitas kebutuhan masyarakat modern. Sebagai contoh, kebutuhan akan transportasi yang dahulu tidak 
dianggap sebagai kebutuhan pokok, kini telah berubah menjadi kebutuhan dasar bagi banyak orang, terutama 
mereka yang tinggal di perkotaan. Transportasi tidak hanya berkaitan dengan mobilitas menuju tempat kerja, 
tetapi juga erat kaitannya dengan akses pendidikan, kesehatan, bahkan interaksi sosial. Jika indikator BPS 
tidak mencakup aspek ini, maka ada sebagian besar masyarakat yang sebenarnya miskin dalam praktiknya, 
tetapi tidak masuk dalam kategori miskin secara formal. Dengan demikian, kriteria BPS dapat dikatakan 
bersifat tentatif dan masih membutuhkan pembaruan secara berkala agar benar-benar selaras dengan dinamika 
kebutuhan masyarakat. 
Dalam konteks ini, penulis berpendapat bahwa ukuran kemiskinan sebaiknya juga mempertimbangkan Upah 
Minimum Rakyat (UMR) sebagai salah satu indikator penting. UMR merupakan standar penghasilan 
minimum yang ditetapkan pemerintah daerah dengan mempertimbangkan kebutuhan hidup layak di wilayah 
masing-masing. Tujuan utama penetapan UMR adalah untuk menjamin pekerja mendapatkan penghasilan 
yang sesuai dengan beban kerja serta mampu memenuhi kebutuhan dasar mereka. UMR terdiri dari beberapa 
komponen penting. Pertama, upah pokok, yaitu kompensasi dasar yang dibayarkan kepada pekerja sesuai 
dengan jenis pekerjaan dan tingkat kesepakatan yang berlaku. Kedua, tunjangan tetap, yakni tunjangan yang 
dibayarkan secara rutin tanpa bergantung pada kondisi kehadiran atau prestasi, misalnya tunjangan keluarga, 
tunjangan istri, anak, perumahan, dan daerah. Ketiga, tunjangan tidak tetap, yaitu tunjangan yang bergantung 
pada kondisi tertentu, misalnya tunjangan transport berdasarkan kehadiran atau uang makan yang diberikan 
dalam bentuk tunai maupun fasilitas. 
Bila ditelaah secara mendalam, UMR sesungguhnya telah disusun berdasarkan kajian kebutuhan riil 
masyarakat di daerah tertentu. Oleh karena itu, masyarakat dengan pendapatan di bawah UMR dapat 
dikategorikan sebagai fakir miskin dalam konteks kontemporer karena mereka secara praktis tidak mampu 
memenuhi kebutuhan hidup layak sesuai standar minimal yang telah ditetapkan pemerintah. Penyesuaian 
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UMR di tiap daerah yang dipengaruhi oleh harga komoditas, biaya transportasi, biaya pendidikan, maupun 
kondisi pasar lokal juga menegaskan bahwa ukuran kemiskinan tidak bisa dipukul rata secara nasional, tetapi 
harus mempertimbangkan kondisi ekonomi daerah yang berbeda-beda. Dengan demikian, menurut penulis, 
kriteria kemiskinan yang ditetapkan BPS memerlukan pembaruan agar lebih komprehensif, kontekstual, dan 
responsif terhadap perkembangan zaman. Pembaruan ini mencakup integrasi antara kriteria statistik BPS 
dengan standar UMR serta tambahan variabel lain seperti tunjangan anak, biaya transportasi, dan kebutuhan 
digital (akses internet) yang kini sudah menjadi bagian dari kebutuhan pokok masyarakat. Tanpa 
memperhitungkan hal-hal ini, indikator kemiskinan akan kehilangan relevansi dan justru menutup mata 
terhadap realitas sosial yang semakin kompleks. 
Akhirnya, 
menghadirkan fleksibilitas hukum Islam dalam merespons dinamika kebutuhan manusia sepanjang zaman. 
Dengan memadukan nilai-nilai normatif fikih yang humanis dengan instrumen empiris BPS yang kuantitatif, 
serta ditopang oleh indikator UMR yang kontekstual, diharapkan lahir sebuah paradigma baru dalam mengukur 
kemiskinan di Indonesia. Paradigma ini bukan hanya lebih akurat secara akademik, tetapi juga lebih 
bermanfaat secara praktis bagi perumusan kebijakan publik yang berpihak pada kelompok lemah dan marjinal 
di tengah masyarakat. 

Kesimpulan 

Berdasarkan uraian data dan pembahasan yang telah dipaparkan sebelumnya, dapat ditarik beberapa 
kesimpulan penting yang menjadi pijakan utama dalam memahami persoalan kriteria fakir miskin menurut 

 yang digunakan di Indonesia. Pertama, dalam 

yang berkembang di tengah masyarakat. Hal ini menunjukkan bahwa ajaran fikih tidak bersifat kaku, 
melainkan lentur dan adaptif terhadap kondisi sosial budaya yang berbeda-beda. Dengan demikian, definisi 
fakir miskin tidak dapat dipahami secara tunggal dan universal, melainkan harus disesuaikan dengan 
kebutuhan serta situasi ekonomi di wilayah tempat seseorang tinggal. Konsep ini menegaskan sifat kontekstual 
dan fleksibel dari hukum Islam yang selalu berusaha hadir secara relevan dalam setiap zaman dan tempat. 
Kedua, meskipun fikih klasik memberikan landasan filosofis dan normatif mengenai siapa yang tergolong fakir 
dan miskin, namun kriteria yang ditetapkan cenderung bersifat umum dan tidak memberikan ukuran yang rinci. 
Hal ini berbeda dengan pendekatan Badan Pusat Statistik (BPS) yang menggunakan variabel-variabel 
kuantitatif dan lebih terperinci untuk menentukan garis kemiskinan. Standar BPS, misalnya, mengandalkan 14 
variabel yang berhubungan dengan aspek pemenuhan kebutuhan dasar rumah tangga, seperti sandang, pangan, 
papan, pendidikan, dan kesehatan. Seorang individu atau keluarga dapat dikategorikan sebagai fakir atau 
miskin apabila tidak mampu memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari dan terbukti mengalami kekurangan 
setidaknya dalam sembilan dari empat belas variabel tersebut. Ketiga, meskipun standar BPS tampak lebih 
konkret dan operasional, perlu dipahami bahwa ukuran tersebut masih bersifat tentatif dan belum sepenuhnya 
mampu mengakomodasi keragaman kondisi masyarakat Indonesia yang kompleks. Oleh karena itu, terdapat 
kebutuhan untuk mengintegrasikan dua pendekatan ini: nilai-nilai normatif dari fikih yang bersifat fleksibel 
dan kontekstual dengan ukuran empiris dari BPS yang lebih spesifik dan kuantitatif. Integrasi ini diharapkan 
dapat menghasilkan tolok ukur yang lebih komprehensif, adil, dan mampu mencerminkan realitas sosial 
masyarakat secara lebih akurat. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa pemahaman tentang fakir miskin 
tidak cukup hanya dilihat dari satu perspektif saja. Pendekatan fikih memberikan dasar normatif yang inklusif, 
sedangkan pendekatan BPS menghadirkan instrumen praktis untuk kepentingan kebijakan publik. Sinergi 
keduanya akan memberikan kontribusi yang lebih besar dalam merumuskan strategi penanggulangan 
kemiskinan di Indonesia, sehingga kebijakan yang lahir tidak hanya berlandaskan data statistik semata, 
melainkan juga memperhatikan nilai-nilai keadilan sosial, keberpihakan pada yang lemah, serta relevansi 
dengan kondisi riil masyarakat. 

Ucapan Terima Kasih 



26 
e-ISSN: XXXX-XXXX 

Jurnal Al-Wasilah  Vol. 1 No. 1, 2025, pp: 16-27 

Penulis menyampaikan penghargaan yang setulusnya kepada dua penelaah anonim yang telah memberikan 
komentar, kritik, serta saran yang sangat berharga terhadap draf awal artikel ini. Masukan yang mereka berikan 
telah membantu memperbaiki kejelasan, kedalaman analisis, dan ketajaman argumentasi dalam penelitian ini. 
Ucapan terima kasih juga ditujukan kepada rekan-rekan sejawat yang turut memberikan perspektif melalui 
diskusi akademik yang konstruktif. Pandangan dan pertanyaan yang mereka ajukan menjadi pemantik penting 
dalam memperluas sudut pandang penulis terhadap isu yang dikaji. Selain itu, apresiasi diberikan kepada 
pihak-pihak yang telah membantu dalam penyediaan literatur, baik berupa sumber primer maupun sekunder, 
sehingga proses pengumpulan data berjalan lebih sistematis dan terarah. Dukungan teknis, baik dalam bentuk 
akses referensi maupun bantuan administratif, juga sangat berarti bagi kelancaran penelitian ini. Akhirnya, 
penulis menyadari bahwa artikel ini masih memiliki keterbatasan. Oleh karena itu, segala kekurangan yang 
terdapat di dalamnya sepenuhnya menjadi tanggung jawab penulis, dan penulis sangat terbuka terhadap kritik 
maupun saran untuk penyempurnaan lebih lanjut. 
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